KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak
dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
dengan amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang Undang Nomor 23
tahun 1992 tentang Kesehatan.

DAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan kepada daerah tertentu untuk
mendanai dukungan pelayanan kesehatan yang merupakan kewenangan
dan tanggung jawab daerah ke arah peningkatan jangkauan dan mutu
pelayanan kesehatan.

Untuk tahun 2008, DAK Bidang Kesehatan ditujukan untuk peningkatan
sarana pelayanan kesehatan dasar dengan prioritas pembangunan Pos
Kesehatan Desa dan sarana pelayanan kesehatan rujukan dengan prioritas
pada pembangunan Unit Transfusi Darah RS dan peningkatan kapasitas
tempat tidur kelas Il RS. Pada tahun 2008 telah ditetapkan 434
kabupaten/kota dan 267 RS Kabupaten/Kota yang menerima DAK Bidang
Kesehatan.

Diharapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan tahun
2008 ini, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah,
Dinas Kesehatan Kab/Kota serta Rumah Sakit Umum Daerah di Kab/Kota,
guna terselenggaranya DAK Bidang Kesehatan dengan baik sesuai arah
yang ditentukan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah
serta memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita dalam
melaksanakanpembangunan kesehatan di Indonesia yang Kita cintai.

Jakarta, Desember 2007
Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2008




DAFTAR ISl

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB |

BAB I1

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN UMUM
KEBIJAKAN KHUSUS

RUANG LINGKUP

MEKANISME PENGALOKASIAN
KRITERIA TEKNIS

mooOw>

PUSKESMAS PERAWATAN
A PEMBANGUNAN BARU
B PENINGKATAN

C REHABILITASI

PUSKESMAS

A PEMBANGUNAN BARU
B PENINGKATAN

C REHABILITASI

D PERLUASAN

PUSKESMAS PEMBANTU
A PEMBANGUNAN BARU
B REHABILITASI

C PERLUASAN

POS KESEHATAN DESA
A PEMBANGUNAN BARU

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2008

N O 0N Ol

e

14
16

17
18
20
20

22
23
24

25



BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB Xl

BAB Xl

BAB XIllI

BAB XIV

BAB XV
BAB XVI
BAB XVII
BAB XVIII

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2008

B PENINGKATAN

RUMAH DINAS DOKTER, PERAWAT DAN
BIDAN PUSKESMAS

A PEMBANGUNAN BARU

B REHABILITASI

PUSKESMAS KELILING
A PENGADAAN
B REHABILITASI

KENDARAAN OPERASIONAL RODA DUA
PERALATAN KESEHATAN

SARANA PENDUKUNG INSTALASI
FARMASI KABUPATEN/KOTA

FASILITAS TEMPAT TIDUR KELAS |11
RUMAH SAKIT

UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT
A PEMBANGUNAN BARU
B PENINGKATAN KUALITAS

PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN
INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)
RUMAH SAKIT

PERENCANAAN
PELAPORAN
PEMANTAUAN
PENUTUP

26

28
29

31

33

34

35

38

39

43
45

51

58
60
61
63



LAMPIRAN

1. DEFINISI OPERASIONAL

2. ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2008

. FORM EVALUASI 1

. FORM EVALUASI 2

. FORM EVALUASI 3

. DAFTAR NAMA PULAU -PULAU TERLUAR

. DAFTAR PUSKESMAS PERBATASAN DAN PULAU

TERLUAR SASARAN PRIORITAS DALAM PENGEM

BANGAN YANKES DPTK

8. DATA 199 KABUPATEN TERTINGGAL & PPK TER
LUAR

9. STANDAR PERALATAN & LOGISTIK POSKESDES

10.TARGET SASARAN POSKESDES

11. KEBUTUHAN PONED & BIDAN KIT TAHUN 2008

12.FASILITAS MEDIS INSTALASI GAWAT DARURAT
RUMAH SAKIT

13.DAFTAR PRIORITAS PERALATAN DITJEN PPPL

14.LAPORAN PANITIA KERJA BELANJA KE DAERAH
DPR RI

~NOo ok~ W

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2008



Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2008



BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah
satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan
Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), status kesehatan
merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan
pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan
merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia dalam mendukung percepatan pembangunan nasional.
Salah satu indikator derajat kesehatan dilihat dari Angka Kematian
Ibu yang saat ini masih tinggi.

Arah  kebijakan pembangunan kesehatan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) antara lain
diarahkan pada peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas
Puskesmas serta pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas
kesehatan dasar. Salah satu strategi untuk mewujudkan Visi
Departemen Kesehatan (Depkes) adalah meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti
yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Depkes tahun
2005-20009.

Dalam pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah
menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan
berkualitas. Dengan demikian perlu disediakan tenaga kesehatan
yang berkualitas, biaya operasional kegiatan, sarana fisik dan
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peralatan kesehatan serta penunjang lainnya (Puskesmas Keliling,
kendaraan, obat, bahan laboratorium sederhana, dan lain lain).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi
Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
APBN vyang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sesuai dengan hal tersebut diatas, DAK Bidang Kesehatan tahun
2008 ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan terutama dalam rangka peningkatan pemerataan, jangkauan
dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah, khususnya untuk
pelayanan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat yang tinggal
di wilayah daerah terpencil/tertinggal/perbatasan/kepulauan/pulau
kecil terluar.

Salah satu sasaran program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
adalah setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang
bermutu di kelas 11 RS sebesar 100 %. Dari data hasil pemantauan
pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin (JPKMM)/Askeskin di Rumah Sakit tahun 2005-
2007 (Triwulan 1) menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan
tempat tidur kelas 111 di Rumah Sakit (Bed Occupancy Rate/BOR)
yang mencapai lebih dari 100 % dan diperkirakan cenderung akan
terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Untuk itu perlu
dilaksanakan kegiatan peningkatan fasilitas tempat tidur kelas 111 di
RS Kabupaten/Kota melalui anggaran DAK Bidang Kesehatan agar
akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tetap
terjamin.

Saat ini, kualitas dan akses pelayanan transfusi darah yang aman di
daerah masih rendah yaitu hanya 40% kabupaten/kota memiliki Unit
Transfusi Darah (UTD) dan kurang dari 5% RS menyediakan darah
yang telah aman sebagai stock di RS. Melihat Angka kematian Ibu
yang masih tinggi, dengan penyebab terbesar (28%) adalah
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perdarahan, maka sangatlah diperlukan untuk menyediakan darah
yang aman di RS dengan mendirikan UTDRS dan Bank Darah
Rumah Sakit (di daerah yang telah ada UTD PMInya).

Saat ini terjadi kecenderungan peningkatan kasus-kasus gawat
darurat baik sehari-hari maupun saat terjadi bencana. Untuk
menghadapi hal tersebut dikembangkan Save Community dan Sistem
Penanggulangan Gawat darurat Terpadu (SPGDT) yang menyangkut
penanganan penderita gawat darurat pra RS (di masyarakat,
pelayanan kesehatan dasar dan selama proses rujukan) dan RS (Inter
dan Antar RS). Di Rumah Sakit, peran utama untuk
penanggulangan gawat darurat diperankan oleh Instalasi Gawat
Darurat (IGD) sebagai etalase RS

Berdasarkan hasil survey langsung Direktorat Bina Yanmed Dasar
dan WHO pada tahun 2007, bahwa hanya +30% IGD RS Propinsi
yang mempunyai sarana, SDM, fasilitas dan sistem kendali mutu
yang sesuai dengan standar sedangkan IGD RS Kab/Kota umumnya
belum sesuai dengan standar.

DAK Bidang Kesehatan tahun 2008 juga dapat digunakan untuk
merehabilitasi/merevitalisasi institusi pelayanan kesehatan dasar
paska terjadinya bencana/kerusuhan, membangun institusi pelayanan
kesehatan dasar sebagai akibat dari pemekaran suatu daerah maupun
untuk mengatasi suatu permasalahan kesehatan sebagai dampak
perubahan lingkungan/pembangunan dan pertimbangan politik untuk
keutuhan dan integritas negara Indonesia.

Buku Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun
2008 berisi tentang materi-materi yang belum dirumuskan dalam
petunjuk teknis/pelaksanaan atau ketetapan dari Departemen
Kesehatan atau stakeholder lainnya. Dalam buku ini dilampirkan
hal hal yang dianggap melengkapi informasi dalam pelaksanaan
DAK Kesehatan di daerah dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan buku petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
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Apabila dalam pelaksanaannya, daerah akan merubah hal hal yang
tercantum dalam buku ini maka daerah harus mengirimkan surat
permohonan ke Departemen Kesehatan untuk mendapatkan
persetujuannya. Usulan perubahan pelaksanaan DAK Bidang
Kesehatan Tahun 2008 dikirimkan ke Menteri Kesehatan up
Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.

Selanjutnya buku petunjuk teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan
DAK Bidang Kesehatan Tahun 2008.
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BAB 11
KEBI1JAKAN

A. Kebijakan Umum

1.

DAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan kepada daerah
tertentu untuk mendanai dukungan pelayanan kesehatan yang
merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah
peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan

DAK Bidang Kesehatan diarahkan untuk membantu daerah
membiayai kebutuhan fisik sarana, prasarana dan peralatan
kesehatan yang merupakan urusan daerah dan merupakan
prioritas nasional di bidang kesehatan.

DAK Bidang Kesehatan tahun 2008 di fokuskan pada
pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya),
termasuk penunjang (instalasi farmasi) dan Pelayanan
Kesehatan Rujukan (RS Kabupaten/Kota dan UTD RS
Kab/Kota) serta mendukung kegiatan UKBM (Poskesdes).
Masing-masing daerah setelah memenuhi target yang
ditetapkan oleh Presiden dan Menteri Kesehatan dapat
memilih kegiatan berdasarkan kebutuhan daerah dengan
tetap mengacu pada prioritas nasional di bidang kesehatan,
dan tetap berpatokan pada ketentuan yang ada.

Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab daerah
dalam pelaksanaan program yang didanai DAK, daerah
penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping
sekurang kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya
untuk membiayai kegiatan fisik.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Daerah harus
menyediakan pembiayaan yang bersumber dari daerah untuk
biaya operasional kegiatan termasuk penyediaan prasarana
(listrik, air bersih, pengelolaan limbah), pemeliharaan/
perawatan sarana dan peralatan kesehatan, inventarisir
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barang, ketersediaan tenaga pelaksana, serta aspek lainnya
sebagai akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang
Kesehatan.

7. Penetapan prioritas alokasi anggaran dan pemanfaatannya
harus mengutamakan kebijakan nasional kesehatan,
Inpres/Kepres atau peraturan lainnya yang bersifat mengikat,
yang telah ditetapkan (Rancangan Instruksi Presiden RI
tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah,
Instruksi Presiden RI No 2 tahun 2007 tentang Percepatan
Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan
Gambut di Kalimantan Tengah, UU No 21 tahun 2001
tentang Daerah Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dll)
dan Laporan Panitia Kerja Belanja ke Daerah DPR RI dalam
Rangka Pembicaraan Tingkat 1/Pembahasan RUU tentang
APBN TA 2008 beserta Nota Keuangannya tanggal 20
September — 8 Oktober 2007.

8. Bupati/Walikota diberikan kewenangan mengusulkan kepada
Menteri Kesehatan tentang perubahan pengalokasian
anggaran dan pemanfaatannya, sebagai akibat terjadinya
bencana atau kerusuhan di daerah tersebut atau adanya
Peraturan/Instruksi  Presiden/Menteri  Kesehatan tentang
kebijakan kesehatan yang alokasi anggarannya belum
tertampung di tahun 2008. Selanjutnya apabila telah disetujui
oleh Menteri Kesehatan, proses selanjutnya akan dibahas dan
ditetapkan bersama DPRD Kabupaten/Kota tersebut.

9. Alokasi pagu anggaran DAK Bidang Kesehatan terdiri dari
anggaran untuk sarana pelayanan kesehatan dasar dan
anggaran untuk sarana pelayanan kesehatan rujukan

10. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk
anggaran sarana pelayanan kesehatan dasar dan Direktur
Rumah Sakit Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap
anggaran untuk sarana pelayanan kesehatan rujukan.
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B. Kebijakan Khusus

Penggunaan DAK Bidang Kesehatan diprioritaskan untuk :

1.

Mendukung pelaksanaan program pengembangan Desa Siaga
melalui pembangunan Poskesdes atau peningkatan Polindes
menjadi Poskesdes sehingga 85% desa menjadi desa siaga
pada tahun 2008.

Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan dasar terutama di wilayah yang
terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan termasuk
pulau pulau kecil terluar atau daerah pemekaran.
Mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan revitalisasi
pelayanan kesehatan dasar akibat terjadinya suatu bencana
atau kerusuhan atau dampak kerusakan suatu lingkungan di
daerah tersebut.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar
penduduk miskin serta pelayanan fasilitas rawat inap kelas
I11 Rumah Sakit di Kabupaten/Kota.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan darah di RS
Kab/Kota dalam rangka penurunan angka kematian ibu
melahirkan akibat perdarahan, mengurangi angka penularan
penyakit melalui transfusi darah dengan membangun Unit
Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit.

Memperkuat RS sebagai safe community center dalam
pengembangan desa siaga melalui pengadaan peralatan
kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.
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C. Ruang Lingkup

DAK Bidang Kesehatan tahun 2008 ini diarahkan untuk

kegiatan :

1. Penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan dasar termasuk instalasi farmasi
(tingkat Kabupaten/Kota)

2. Penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan rujukan (tingkat Kabupaten/Kota)

AdC.1

Penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan
untuk pelayanan kesehatan dasar termasuk instalasi
farmasi.

a. Pembangunan Pos Kesehatan Desa. Kegiatan yang

dilaksanakan dapat berupa :
i. Peningkatan fisik Polindes menjadi Poskesdes atau
ii. Pembangunan baru Poskesdes
untuk mewujudkan 85% desa siaga pada tahun 2008
b. Peningkatan fisik Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan
c. Peningkatan fisik Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas
d. Rehabilitasi dan perluasan gedung Puskesmas Pembantu,
Puskesmas dan Puskesmas Perawatan. Kegiatan yang
dilaksanakan dapat berupa :
i. Rehabilitasi gedung Puskesmas Perawatan
ii. Rehabilitasi gedung Puskesmas
iii. Rehabilitasi gedung Puskesmas Pembantu

iv. Perluasan gedung Puskesmas Perawatan
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v. Perluasan gedung Puskesmas
vi. Perluasan gedung Puskesmas Pembantu

e. Pembangunan gedung Puskesmas/Puskesmas Pembantu
(Pustu). Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa :

i. Pembangunan baru Puskesmas

ii. Pembangunan baru Puskesmas Pembantu

f. Rehabilitasi fisik dan/atau pengadaan Puskesmas Keliling
Perairan/Puskesmas Terapung serta Puskesmas Keliling
Roda Empat. Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa :

i. Rehabilitasi fisik Puskesmas Keliling Perairan/Terapung

ii. Rehabilitasi fisik Puskesmas Keliling Roda Empat
iii. Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan/Terapung
iv. Pengadaan Puskesmas Keliling Roda Empat

g. Pengadaan peralatan kesehatan tertentu untuk peningkatan
pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Perawatan,
Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas
Keliling dan Poskesdes

h. Pengadaan kendaraan roda dua untuk petugas Puskesmas dan
bidan desa.

i. Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas dokter, perawat dan
bidan Puskesmas

i. Pengadaan sarana pendukung (kendaraan distribusi obat roda

4) Instalasi farmasi Kabupaten/Kota.
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AdC.2

Penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan rujukan
a. Peningkatan fasilitas tempat tidur kelas Il RS
» Pembangunan bangsal rawat inap kelas I11
» Pengadaan set tempat tidur kelas 111 dan kelengkapannya
b. Peningkatan pelayanan darah melalui pendirian Unit
Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS)
» Pembangunan baru unit UTD RS
» Peningkatan kualitas UTDRS yang telah ada
» Pengadaan perlengkapan peralatan UTDRS yang telah
ada

c. Pengadaan sarana prasarana peralatan medik UGD RS

D. Mekanisme Pengalokasian Tahun 2008

Penghitungan alokasi DAKdilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:
1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing masing daerah.

Penentuan daerah tertentu yang mendapatkan alokasi DAK harus
memenuhi kriteria umum, Kkriteria khusus dan Kkriteria teknis.
Kriteria umum dan kriteria khusus merupakan kewenangan dari
Departemen Keuangan, sedangkan Kkriteria teknis merupakan
kewenangan dari Departemen Kesehatan.
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Besaran alokasi DAK masing masing daerah ditentukan dengan
penghitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan
kriteria teknis.

Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK kemudian
dibahas dan diputuskan oleh Panja Belanja Daerah DPR RI.
Kaidah-kaidah mengenai kriteria umum dan khusus dapat dilihat
pada PP No 55 tahun 2005

E. Kriteria Teknis

1. Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Untuk

Pelayanan Kesehatan Dasar termasuk Instalasi Farmasi

a)
b)

Human Poverty Index (Indeks Kemiskinan Masyarakat)
Indeks Fasilitas Kesehatan Masyarakat meliputi jumlah
& kondisi Puskesmas (perawatan dan non perawatan),
Puskesmas Keliling (Perairan dan Roda 4) ; Jumlah
Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa
(Polindes), rumah dinas dokter, perawat dan bidan
Puskesmas

Indeks Luas Wilayah

Indeks Jumlah Penduduk

Indeks Kemahalan Konstruksi

2. Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Untuk

Pelayanan Kesehatan Rujukan

a) Indeks Jumlah Penduduk
b) Indeks Jumlah Penduduk Miskin
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c) Indeks Ratio Tempat Tidur Kelas Ill terhadap Total
Tempat Tidur

d) Indeks Bed Occupancy Rate (BOR)

e) Kab/Kota yang belum memiliki unit transfusi darah

f) Indeks Kemahalan Konstruksi

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2008



BAB 111
PUSKESMAS PERAWATAN

A. Pembangunan Baru

Pembangunan baru Puskesmas Perawatan dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang bermutu dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang perlu dirawat. Pembangunan baru Puskesmas Perawatan
terutama diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terpencil,
kepulauan dan perbatasan.

1. Persyaratan Umum
a. Kebutuhan akan adanya Puskesmas Perawatan, diutamakan
di wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan dan perbatasan
dengan negara lain (101 Puskesmas terlampir).
b. Lokasi Puskesmas berada dalam waktu tempuh lebih dari 2
jam ke Rumah Sakit.
c. Kabupaten pemekaran yang belum memiliki Rumah Sakit.

2. Persyaratan Teknis

a. Luas lahan dan bangunan
Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/
kegiatan yang dilaksanakan, dengan luas sesuai ketentuan.
Pembangunan Puskesmas Perawatan, rumah dokter dan
rumah petugas kesehatan harus berada dalam satu lokasi.

b. Denah tata-ruang
Rancangan tata-ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi
sebagai sarana pelayanan kesehatan. Setiap Puskesmas
Perawatan harus dilengkapi dengan Dapur Gizi dan
peralatannya serta UGD yang dapat memberikan pelayanan
PONED. Pelayanan PONED mengacu pada buku acuan
Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar,
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Ditjen Bina Kesmas tahun 2005. Khusus wilayah terpencil
dan kepulauan, Ruang Rawat Inap dilengkapi minimal 2
tempat tidur. Denah tata-ruang mengacu pada buku Pedoman
Peralatan dan Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas
tahun 2006.

c. Peralatan kesehatan
Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada buku
Pedoman Peralatan dan Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina
Kesmas tahun 2006.

B. Peningkatan

Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan dilaksanakan
dalam rangka pengembangan pelayanan dan rujukan kesehatan.

1. Persyaratan Umum
a. Kebutuhan akan adanya Puskesmas Perawatan, antara lain

pada :

1) Puskesmas di wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan,
perbatasan (dengan negara lain, tepi jalan raya atau
daerah pengembangan) .

2) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia Rumah Sakit.

3) Peningkatan kebutuhan akan pelayanan rujukan tetapi
daerah belum mampu membangun Rumah Sakit.

b. Lokasi Puskesmas :

1) Wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

2) Berjarak jauh dengan rumah sakit.

3) Pada jalur lalu lintas ramai dan rawan kecelakaan,
prioritas pada Lintas Sumatera, Jalur Pantura, Trans
Sulawesi, Trans Kalimantan.

4) Berdekatan dengan embarkasi haji, pelabuhan laut
(transito).

5) Daerah pariwisata dan kawasan industri.

c. Persyaratan Puskesmas :

1)

Kunjungan Puskesmas tinggi.
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2) Tidak digunakan untuk menjadikan Puskesmas
Perawatan pra Rumah Sakit.

3) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas

4) Ketersediaan tenaga kesehatan oleh Pemda

2. Persyaratan Teknis

a. Luas lahan dan bangunan
Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/
kegiatan yang dilaksanakan. Peningkatan dilakukan antara
lain dengan :
1) Menambah ruang sesuai dengan jenis pelayanan yang

dibutuhkan.

2) Menambah rumah dokter dan/atau dokter gigi.
3) Menambah rumah petugas kesehatan (perawat, bidan).
Sedapat mungkin Puskesmas, rumah dokter dan rumah
petugas kesehatan dalam satu lokasi.

b. Denah tata-ruang
Rancangan tata-ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi
sebagai sarana pelayanan kesehatan. Setiap Puskesmas
Perawatan perlu dilengkapi dengan Dapur Gizi dan
peralatannya serta UGD yang dapat memberikan pelayanan
PONED. Pelayanan PONED mengacu pada buku acuan
Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar,
Ditjen Bina Kesmas tahun 2005. Khusus wilayah terpencil
dan kepulauan, Ruang Rawat Inap dilengkapi minimal 2
tempat tidur. Denah tata-ruang mengacu pada buku Pedoman
Peralatan dan Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas
tahun 2006.

c. Peralatan kesehatan
Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada buku
Pedoman Peralatan dan Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina
Kesmas tahun 2006.
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C. Rehabilitasi

Guna menunjang serta meningkatkan pelayanan secara optimal di
Puskesmas Perawatan, perlu adanya rehabilitasi fisik pada bangunan
yang mengalami kerusakan. Pelaksanaan rehabilitasi fisik
Puskesmas Perawatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum
a. Puskesmas Perawatan dengan kondisi rusak berat atau
sedang.
b. Untuk peningkatan penampilan.
c. Untuk peningkatan mutu pelayanan.

2. Persyaratan Teknis
a. Denah tata-ruang bangunan mengacu pada buku Pedoman
Peralatan dan Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas
tahun 2006.
b. Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang
dihasilkan oleh wilayah setempat.
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BAB 1V
PUSKESMAS

A. Pembangunan Baru

Pembangunan baru Puskesmas ditujukan untuk peningkatan
jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

Persyaratan pembangunan baru Puskesmas adalah :
1. Persyaratan Umum
a. Kebutuhan akan adanya Puskesmas, antara lain pada :

1) Wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

2) Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai
Puskesmas.

3) Kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk lebih dari
30.000 penduduk.

4) Wilayah kerja sangat luas.

5) Relokasi Puskesmas yang disebabkan adanya bencana
alam, jalur hijau, perubahan Rencana Tata Ruang/
Wilayah, atau terjadinya masalah hukum pada lokasi
fisik bangunan.

b. Lokasi Puskesmas :

1) Di area yang mudah terjangkau baik dari segi jarak
maupun sarana transportasi, dari seluruh wilayah
kerjanya.

2) Pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh daerah.

c. Persyaratan Puskesmas :
1) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas
2) Ketersediaan tenaga kesehatan oleh Pemda

2. Persyaratan Teknis
a. Luas lahan dan bangunan
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